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BI'PATI BARIIlO TI}fiIR,

Meaimbang : bahwa untuk penl,esuaian dengan perkembangan keadaan
pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun ZAfi
tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evatruasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ?ahun 2O1B perlu

menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor lZ
Tahun 2Ol7 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2O18;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 5 Tahun 2aa2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

t^amandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Kahupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah {tembaran
Negara Republik Indonesia Tahua 2AO2 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a 180);



2.

3.

4.

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Ixmbaran Negara

Republik Indonesia 'laltun 2AA4 Nomor 1O4, ?ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa?\;
Undang-Undang Nr:mor 12 Tahun 2}fi tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Tahun ZAI1 Nomor 82 Tambahan

Lemharan Negara Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Intlonesia Nomor 55S7) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undaag-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Uadang Nomor 23 Tahun 2C74 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 LS Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Tahun

2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor

56O 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Icmbaran Negara

Republik Indonesia'lahun 2OOS Nomor 14O Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Tahun

2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor

a5e3);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeri:rtahan

Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 2AA7

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor a737);

Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2OA7 tentang

PengeLolaan Uang NegaralDaerah {Lembarart Negara

Tahun 2AOT Nomor 83 Tambahan Lennbaran Negara

5.

6.

7.

8.

9.



10.

Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaaa Rencana Pembangunan Daerah

itembaran Negara ?ahun 2OO8 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Nomor a817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembaagunan Jangka Menengah Nasional

{RPJM-N} Tahun 2O 1 5-2O19;

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun zAfi tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O18;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Meateri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun

?OLL Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Tahun 2Of 5 Nornor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun ZALT

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pernbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerinah Daerah (Berita Negara Tahun ZAV
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16

Tahun 2OOB Rencanra Pembangunan Jangka Panjang

Daerah {RPJPDi Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO8-

2A28 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur ?ahun

2OO8 Nomor 16);

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Menetapkarr .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Tirnur Nomor 1Z

Tahun 2OO8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah {RPJMD} Kabupaten Barito Timur Tahua 2OO8-

2A28 {Iembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun

2OO8 Nomor 17);

ilEHUTUS$AIT:

PERATT'RAIT BIIPATI TEITTAITG PERI}BA}IAIT AT4S

PERA?T'RAIT BT'PATI BARIIT} TIUIIR ilOTIOR 12

TAHt'il 2AI7 TEIr?AITG REISCAITA I(ER"'A
PEIilBAIIGIINAIT DAERAII KABI'PATEI{ BARI:NO TIUI}R
TAIIIffi AITCffiARAI{ aALA.

ksal I
Ketentuan pasal 2 dan lampiran Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 72 ?ahun 2Al7 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah lfubupaten Barito Timur Tahun

Anggaran 2018 {Berita Daerah Kabupa.ten Barito Timur
Tahun 2DLT Nomor 12) Diubah Sehingga Menjadi :

Pas&t 2

Perubahan Rencama Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 adalah

sebagaima-na tercanturn pada Lampiran Peraturan

Bupati ini merupakan bagran yang tidak

terpisahkan.

Perubahan Reacanra Kerja Pembangunan Daerah

I{abupaten Elarito Timur Tahun 2O18 sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} pasal ini, disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PEI,AKSAI{AAI\T RKPD TAHUN

I.ALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

(U

tzl



{3}

BAB III PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA

EKONOM] DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

PRIORTTAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITIIS DAERAH

PENUTUP

BAB TV

BAB V

BAB VI

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur ?ahun

2018 adalah sebagai dasar bagi OPD untuk
menyusun Perubahan Rencana Kerja {Renja} OPD

Tahun 2A18, berupa programlkegiatan OPD danlatau
linta.s OPD.

Perubahan RKPD Kabupatea Barito Timur Tahun

2018 menjadi pedoman dalam perrJrusllnan

rancaagan Kebliakan Urnum Penrbahan APBD serta

Prioritas dan Plafon Angaran Sementara Penrbatran

Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD

untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam

Nota Kesepakatan Keb{jakan Umum Perubahan APBD

sefta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pembahan amtara DPRD Kabupaten Barito Timur
dengan Bupati Kabupa.ten Barito ?imur yang

selanjutsrya akarr dijabarkan dalam Perubahan

Anggaran Peadapatan dan Belaqia Daerah {P-APBD}

Tahun 2O18;

Pembahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun

2Ol8 menyediakan informasi bagi pemenuhan

laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Pas*l tr

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Ekrita Daerah Kabupaten Barito

Tirnur.

{4}

{s}



Ditetapkan di Tamiang layaurrg
pada tanggal 6 suut 2018

BI'PATI BARITO flUUR.

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tangal 6 Jqur 2018

SEKRETARIS DAERAH
KANUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARI?O TIMUR TAHUN 2018 NOMOR T5'


